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Kata Pengantar 
 

Puji Syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas 

terlaksananya semua tugas-tugas Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bantul, serta terselesaikannya penyusunan Laporan Kinerja 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai 

bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama tahun 

2023.  

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan pada Peraturan Presiden 

Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja, dengan semangat dan tekad 

yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan 

dan akuntabel atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Bantul Tahun 2023. 

Pemerintah Kabupaten Bantul telah menetapkan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2022-2026 melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

Kabupaten Bantul Tahun 2022–2026. Menindaklanjuti RPJMD tersebut, 
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makan disusunlah Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 

Bantul ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 

tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten 

Bantul Tahun 2021-2026. 

Secara keseluruhan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi di Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah banyak membuahkan 

hasil, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang 

belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai 

sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih lebih produktif, 

efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, 

manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.  

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah 

memberikan dukungan, bimbingan serta partisipasi dalam penyusunan 

Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 

2023. 

      

Bantul, 31 Januari 2024 

Kepala 

 

 

 

Istriyani, S. Pi., MM 

NIP. 19680227 199602 2 003 
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Ikhtisar Eksekutif 
 

Penyusunan Laporan Kinerja menjadi salah satu upaya yang 

dilakukan pemerintah untuk mendorong tata kelola pemerintahan 

yang baik, dimana instansi pemerintah, melaporkan kinerjanya dalam 

memberikan pelayanan publik. Proses penilaian yang terukur ini juga 

menjadi bagian dari skema pembelajaran bagi organisasi pemerintah 

untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan sehingga kinerjanya 

bisa terus ditingkatkan. Laporan Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bantul tahun 2023 ini merupakan amanat Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi 

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan 

Korupsi. Penyusunan Laporan Kinerja dilakukan dengan mendasarkan 

pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas 

Laporan Kinerja, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara 

transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban 

atas kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. 

Pelaksanaan pembangunan Kabupaten Bantul tahun 2023 telah 

berpedoman kepada RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan 



 
 

viii 

2023    I   Laporan Kinerja DKP 

Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 

2021–2026 Menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Kelautan dan Perikanan  

telah menyusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bantul yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis 

Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 Tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 

Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kabupaten Bantul. Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Bantul diatur dalam Peraturan Bupati Bantul 

Nomor 50 Tahun 2023 tentang tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pada Pemerintah 

Kabupaten Bantul serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 52 Tahun 2023 

tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas di Lingkungan 

Pemerintah Kabupaten Bantul. 

Tugas pokok Dinas Kelautan dan Perikanan  adalah membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan 

yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Kelautan dan Perikanan  

memiliki fungsi yang cukup luas dan strategis dalam menjalankan roda 

Pemerintahan, antara lain: 

a. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan; 

b. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan perikanan; 
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c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan 

perikanan; 

d. Pelaksanaan administrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan 

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

Laporan Kinerja ini disusun dengan melakukan analisa dan 

mengumpulkan bukti untuk menjawab pertanyaan, sejauh mana 

sasaran pembangunan yang ditunjukkan dengan keberhasilan 

pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bantul yang telah mendapatkan bimbingan dan 

arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi.  

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) IKU, 

disimpulkan bahwa capaian  indikator berkriteria sangat tinggi, dengan 

capaian diatas 100%. Indikator tersebut adalah : 

1. Pertumbuhan produksi sektor perikanan 

Sebagai bagian dari perbaikan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan 

yang menjadi tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja, hasil evaluasi 

capaian kinerja ini juga penting dipergunakan untuk perbaikan 

perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan di tahun yang 

akan datang. Dengan ini, upaya perbaikan kinerja dan pelayanan 

publik untuk peningkatan kesejahteraan rakyat akan bisa dicapai. 
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Bab I Pendahuluan 

 

A. Latar Belakang 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk 

pertanggung-jawaban setiap instansi 

Pemerintah/Pemerintah Daerah yang 

menyusun Perjanjian Kinerja atas 

penggunaan anggaran yang bersumber dari 

APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:  

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja 

dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah; 

LKjIP yang disusun oleh instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah tidak 

hanya sebagai suatu wujud dari pertanggung-jawaban saja. Melalui 

LKjIP, pemberi mandat atas target kinerja yang telah ditetapkan dapat 

memperoleh informasi secara terukur terhadap capaian kinerja 

tersebut. Selain itu, informasi yang terukur ini dapat digunakan sebagai 

Bab I Pendahuluan 

berisi : 

a. Latar Belakang 

b. Pembentukan OPD 

c. Susunan Organisasi 

d. Keragaman SDM 

e. Isu Strategis 

f. Cascading Kinerja 

g. Peta Proses Bisnis 



 
 
 
 

2 

      2023    I   Laporan Kinerja DKP 

bahan evaluasi pemberi mandat untuk melakukan upaya perbaikan 

dalam rangka peningkatan kinerja instansi. 

Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul merupakan 

perangkat daerah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang 

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui 

Sekretaris Daerah. DKP mempunyai  tugas membantu Bupati 

melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 

Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 

Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul 

Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kabupaten Bantul, tugas DKP Kabupaten Bantul adalah 

menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan 

perikanan.  

LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023 

merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang kelautan dan Perikanan tahun 2023 yang telah 

dimandatkan oleh Bupati Bantul. Sebagai pemberi mandat, Bupati 

dapat merujuk kepada LKjIP Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten 

Bantul Tahun 2023 sebagai salah satu instrumen untuk mengevaluasi 

kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan sepanjang tahun 2023. 

B. Pembentukan OPD 

DKP merupakan perangkat daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten 

Bantul yang bertugas membantu Bupati dalam pelaksanaan urusan 

pemerintahan bidang kelautan dan perikanan. Dalam melaksanakan 

tugas sebagaimana dimaksud tersebut, DKP menyelenggarakan fungsi : 
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1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kelautan dan 

perikanan; 

2. Pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kelautan dan 

perikanan; 

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kelautan dan 

perikanan; 

4. Pelaksanaan adminidtrasi Dinas Kelautan dan Perikanan; dan 

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai 

dengan bidang tugasnya. 

C. Susunan Organisasi  

Struktur Organisasi DKP  Kabupaten Bantul  sesuai Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 103 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan 

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan 

terdiri dari: 

1. Kepala Dinas; 

2. Sekretariat; 

a. Subbagian Program dan Keuangan; dan 

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian 

3. Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya; 

4. Bidang Pengolahan, Pemasaran dan Pengawasan Perikanan; 

5. Kelompok Jabatan Fungsional; dan 

6. UPTD 

Struktur organisasi DKP dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Struktur Organisasi DKP Kab. Bantul 

D. Keragaman SDM 

Sumberdaya manusia merupakan aspek dinamis yang berpengaruh 

dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi DKP 

Kabupaten Bantul. Jumlah Pegawai DKP Kabupaten Bantul per 31 

Desember 2022 ada 19 orang, yang apabila dikategorikan berdasarkan 

gender, pangkat/golongan ruang, dan tingkat pendidikan sebagaimana 

ditunjukkan dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Data Jumlah Pegawai berdasarkan gender, dan 

pangkat/golongan ruang Tahun 2023 

Jumlah Pegawai Jenis Kelamin Pangkat / Golongan 

Laki-laki Wanita I II III IV 

20 11 9  2 13 5 

Sumber:  DKP, 2023 

Tabel 2. Data Jumlah Pegawai berdasarkan  tingkat  pendidikan Tahun 

2023 

Jumlah Pegawai Tingkat Pendidikan 

SLTA D3 S1 S2 

20 4 1 7 8 

Sumber:  DKP, 2023 

Selanjutnya data sebaran pegawai pada masing-masing unit kerja di 

Lingkungan DKP sebagaimana tersaji pada Tabel 3. 

Tabel 3. Data sebaran Pegawai pada masing-masing unit kerja di 

Lingkungan DKP 

Bidang Jumlah 
Golongan 

I II III IV 

Kepala Dinas 1 - - - 1 

Sekretariat 5 - - 4 1 

Bidang Perikanan Tangkap 

dan Budidaya 

5 - 1 3 1 

Bidang Pengolahan, 

Pemasaran dan 

Pengawasan Perikanan 

6 - - 5 1 

UPTD BBI  3 - 1 1 1 

Arsiparis/JFT 0 - - - - 

Total 20 - 2 13 5 

Sumber:  DKP, 2023 
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E. Isu Strategis  

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi DKP adalah kondisi atau 

hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan 

pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa 

datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah 

keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian 

yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan 

menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada 

masyarakat dalam jangka panjang.  

Suatu isu strategis bagi DKP diperoleh baik berasal dari analisis internal 

berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis 

eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan ancaman bagi 

DKP dimasa lima tahun mendatang. Informasi yang diperlukan dalam 

perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengendalian laju alih fungsi lahan perikanan 

2. Penanggulangan dampak perubahan iklim 

3. Pengendalian serangan hama dan penyakit ikan 

4. Regenerasi pelaku usaha perikanan 

5. Pengembangan pakan alternatif 

6. Penggunaan teknologi perikanan 

7. Peningkatan konsumsi makan ikan 

8. Pengawasan usaha perikanan 
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F. Cascading Kinerja 

Selaras dengan paradigma Organisasi Berbasis Kinerja (Performance 

Based Organization) yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Bantul, 

setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dibentuk untuk memberikan 

kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran 

pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bupati 

Bantul Nomor 6 tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Tahun 2021-2026. Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bantul dibentuk dengan skema kinerja sebagaimana terlihat 

pada Gambar 2.  

 

 
Gambar 2. Cascading Kinerja DKP 
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G. Peta Proses Bisnis 

Peta Proses Bisnis adalah diagram yang menggambarkan hubungan 

kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan 

kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan 

keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan. Berikut 

gambaran proses bisnis  Dinas Kelautan dan Perikanan. 

 

Gambar 3. Peta Proses Bisnis DKP Kab. Bantul 
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Bab II Perencanaan 

Kinerja 

A. Rencana Strategis  

1. Visi dan Misi 

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan 

yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah. 

Visi Pemerintah Kabupaten Bantul yang 

dicanangkan, adalah: 

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul 

yang Harmonis, Sejahtera dan Berkeadilan 

Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam 

bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika”. 

Secara filosofis visi tersebut adalah cita-cita untuk mewujudkan 

masyarakat Kabupaten Bantul yang: 

1. Harmonis yaitu tatanan kehidupan masyarakat Kabupaten 

Bantul yang selaras, serasi, guyub rukun, gotong royong dan 

bertoleransi. 

2. Sejahtera yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang produktif, 

mandiri, memiliki tingkat penghidupan yang layak dan 

mampu berperan dalam kehidupan sosial. 

Bab II Perencanaan 

Kinerja berisi : 

a. Rencana Strategis 

b. Perjanjian Kinerja 

c. Program Untuk 

Pencapaian Sasaran 
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3. Berkeadilan yaitu masyarakat Kabupaten Bantul yang dapat 

menikmati pembangunan Bantul secara merata. 

Visi yang telah ditetapkan tersebut dijabarkan kedalam misi-misi yang 

dirumuskan dengan memperhatikan seluruh aspek pembangunan yang 

dibutuhkan oleh Kabupaten Bantul serta memperhatikan langkah-

langkah yang harus ditempuh untuk pencapaian visi pembangunan. Misi 

pembangunan yang telah dirumuskan adalah sebagai berikut:  

1. Penguatan reformasi birokrasi menuju pemerintahan yang 

efektif, efisien, bersih, akuntabel, dan menghadirkan 

pelayanan publik prima. 

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang 

baik dengan meningkatkan kualitas pelayanan melalui 

optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang 

terintegrasi. 

2. Pengembangan sumberdaya manusia unggul, berkarakter dan 

berbudaya istimewa. 

Misi ini dimaksudkan untuk menyiapkan sumberdaya manusia 

yang cakap, mampu bersaing dan berkarakter budaya 

Yogyakarta. 

3. Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi 

dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi inklusif. 

Misi ini dimaksudkan mewujudkan pertumbuhan ekonomi 

inklusif melalui pemanfaatan pendayagunaan potensi lokal 

yang didukung oleh penerapan teknologi dan kemudahan 

investasi.  
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4. Peningkatan kualitas lingkungan hidup, infrastruktur dan 

pengelolaan risiko bencana. 

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pemenuhan 

infrastruktur publik dengan mempertimbangkan kualitas 

lingkungan hidup dan pengelolaan risiko bencana. 

5. Penanggulangan masalah kesejahteraan sosial secara terpadu 

dan pencapaian Bantul sebagai kabupaten layak anak, ramah 

perempuan, lansia dan difabel. 

Misi ini mewujudkan kesejahteraan sosial bagi penyandang 

masalah kesejahteraan sosial, serta perlindungan anak dan 

perempuan. 

Dikaitkan dengan visi dan misi RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2021-

2026, maka tugas dan fungsi DKP Kabupaten Bantul terkait erat dengan 

pencapaian misi ke-3: ”Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan 

teknologi dan penyerapan investasi berorientasi pada pertumbuhan 

ekonomi inklusif”. 

2. Tujuan dan Sasaran 

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu 

dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu 

strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan 

tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan 

strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. 

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang 

diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk 

dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan.  
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Sub bab ini menjelaskan keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. 

Tabel 4. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dan Indikator Kinerja 

Visi  : Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bantul yang Harmonis, 

Sejahtera dan Berkeadilan Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 

dalam bingkai NKRI yang ber-Bhineka Tunggal Ika 

Misi Tujuan Sasaran Indikator 

Sasaran/ IKU 

1. Pendayagunaan 

potensi lokal 

dengan 

penerapan 

teknologi dan 

penyerapan 

investasi 

berorientasi 

pada 

pertumbuhan 

ekonomi inklusif 

Terwujudnya 

Pemerataan 

Pendapatan  

Meningkatkan 

produksi Perikanan 

Pertumbuhan 

produksi 

sektor 

perikanan 

Sumber :  Renstra Perubahan DKP 2021-2026 

Sedangkan target indikator kinerja utama tahun 2023 dengan akhir 

tahun Renstra sebagai berikut. 

Tabel 5. Target Indikator Kinerja Utama Tahun 2022 dan Akhir Renstra 

No Sasaran Indikator 

Sasaran/ IKU 

Satuan Target 

Tahun 

2022 

Target 

Akhir 2026 

1. Meningkatkan 

produksi Perikanan  

Pertumbuhan 

produksi sektor 

perikanan 

% 0,5 0,65 

Sumber :  Renstra Perubahan DKP 2021-2026 

3. Kebijakan, Strategi dan Program 

Strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah menjadi bagian 

penting yang tidak terpisahkan. Strategi adalah langkah-langkah 



 
 
 
 

13 

      2023    I   Laporan Kinerja DKP 

berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. 

Sementara, kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh 

pemerintah daerah untuk mencapai tujuan. Dalam kerangka tersebut, 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul merumuskan strategi 

dan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah secara 

komprehensif untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra dengan efektif 

(berdaya guna) dan efisien (berhasil guna), sebagai berikut: 

Tabel 6. Strategi dan Kebijakan Dinas Kelautan dan Perikanan   

Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

Misi 3 : Pendayagunaan potensi lokal dengan penerapan teknologi dan penyerapan 

investasi berorientasi pada pertumbuhan ekonomi inklusif 

Terwujudnya 

Pemerataan 

Pendapatan 

Meningkatkan 

produksi Perikanan 

Meningkatkan 

Pengeolaan 

Perikanan Tangkap 

- Peningkatan 

kompetensi dan 

jumlah nelayan 

- Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

penangkapan 

ikan 

- Peningkatan 

Kapasiyas dan 

jumlah 

kelompok usaha 

bersama 

Meningkatkan 

Pengelolaan 

Perikanan Budidaya 

- Peningkatan 

kompetensi dan 

jumlah 

pembudidaya 

ikan 

- Peningkatan 

sarana 

prasarana 

pembudidaya 

ikan  

- Peningkatan 

kapasitas dan 

jumlah 

kelompok 

pembudidaya 

ikan 
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Tujuan Sasaran Strategi Kebijakan 

 Meningkatkan 

Pengawasan Usaha 

Perikanan 

- Peningkatan 

komptensi dan 

jumlah personil 

pengawas usaha 

Perikanan 

- Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

penhgawasan 

usaha perikanan 

 Meningkatkan 

Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil 

Perikanan 

- Peningkatan 

kompetensi dan 

jumlah 

pengolah dan 

pemasar ikan 

- Peningkatan 

sarana dan 

prasarana 

pengolah dan 

pemasar ikan 

- Peningkatan 

kapasitas dan 

jumlah 

kelompok 

pengolah dan 

pemasar ikan 

Sumber :  Renstra Perubahan DKP 2021-2026 

Dengan mengacu pada sejumlah kebijakan tersebut di atas maka 

dijabarkan dalam berbagai program dan kegiatan. Program operasional 

yang dimaksud merupakan proses penentuan atau penjabaran suatu 

kebijakan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Program Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebagai berikut : 

a. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan 

Kebudayaan; 

b. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; 

c. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; 
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d. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; 

e. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan. 

Visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di atas kemudian 

dirumuskan IKU yang merupakan tolak ukur keberhasilan Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam mencapai tujuan dan 

merupakan ikhtisar hasil (outcome) berbagai program dan kegiatan 

sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.  

Tujuan penetapan IKU adalah memperoleh instrumen tolak ukur 

keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis 

organisasi untuk digunakan sebagai acuan perbaikan kinerja maupun 

peningkatan akuntabilitas kinerja. 

Sasaran strategis dan IKU disajikan sebagai berikut : 

Tabel 7. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja 

1 Meningkatkan produksi 

Perikanan 

Pertumbuhan produksi sektor 

perikanan 
Sumber: Renstra Perubahan DKP 2021-2026 

B. Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2023 

Dokumen perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan 

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan 

instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 

2023 disusun sesuai dengan Rencana Strategis Perubahan Dinas 

Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021 – 2026.  
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Sejak tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 

melakukan cascade down Perjanjian Kinerja kepada eselon III dan IV. 

Adapun target dan realisasi indikator kinerja program (cascading eselon 

III) serta target dan realisasi indikator kinerja kegiatan (cascading eselon 

IV) dapat dilihat pada esakip.kab-bantul.id.  

Dokumen perjanjian kinerja juga memuat sasaran strategis, indikator 

kinerja utama beserta target kinerja dan anggaran. Penyusunan PK 

2023 dilakukan dengan mengacu kepada RPJMD, Renstra, Renja 2023, 

IKU dan APBD Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul. 

Perjanjian kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bantul tahun 2023 dalah sebagai berikut : 

Tabel 8.  Perjanjian Kinerja (PK) Perubahan Tahun 2023 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja satuan Target TW Target 

1. Meningkatnya 

produksi perikanan  

Kalurahan Bahari 

yang direvitalisasi  

Persen 20 I -  

I -  

III -  

IV 20* 

Produksi 

Perikanan tangkap  

Ton  831  I -  

I -  

III -  

IV 831* 

Produksi 

Perikanan 

Budidaya 

Ton 12.805 I - 

I - 

III - 

IV 12.805* 

Penurunan jumlah 

pelanggaran 

peraturan 

Persen 5 I - 

I - 

III - 

IV 5** 

Prosentase 

produksi 

perikanan yang 

diolah 

Persen 2 I - 

I - 

III - 

IV 2* 

Sumber :  Perjanjian Kinerja DKP, 2023 (Keterangan: * Data capaian kinerja 

tersedia pada triwulan IV karena bersifat outcome) 
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Untuk mencapai sasaran strategis sebagaimana tersebut pada Tabel 8, 

terdapat dukungan anggaran sebagai berikut: 

Tabel 9. Program  dan Anggaran untuk Pencapaian Sasaran Strategis 

No Nama Program Anggaran 

1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota 

Rp 4.840.115.507,00 

2 Program Pengembangan Budaya Bahari Rp 200.000.000,00 

3 Program Pengelolaan Perikanan Tangkap Rp 665.214.230,00 

4 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya Rp 6.750.059.860,00 

5 Program Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 

Rp 343.997.500,00 

6 Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan 

Rp 998.233.840,00 

 Jumlah Anggaran Rp 13.797.620.937,00 

Sumber :  Perjanjian Kinerja DKP, 2023  

C. Program Untuk Pencapaian Sasaran 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan yang 

telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian 

dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program-program 

prioritas Dinas Kelautan dan Perikanan . Adapun program-program yang 

mendukung masing-masing sasaran tahun 2023 tersaji pada Tabel 10. 
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Tabel 10. Program Untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2023 

No Sasaran Strategis Didukung Program 

1. Meningkatnya produksi 

perikanan 

1. Program Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota 

2. Program Penyelenggaraan 

Keistimewaan Yogyakarta Urusan 

Kebudayaan 

3. Program Pengelolaan Perikanan 

Tangkap  

4. Program Pengelolaan Perikanan 

Budidaya 

5. Program Pengawasan Sumber 

Daya Kelautan dan Perikanan 

6. Program Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil Perikanan  
Sumber: DKP, 2023 
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Bab III Akuntabilitas 

Kinerja 

 

Manajemen pembangunan berbasis kinerja mengandaikan bahwa 

fokus dari pembangunan bukan hanya sekedar 

melaksanakan program/kegiatan yang sudah 

direncanakan. Esensi dari manajemen 

pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi 

untuk mendorong perubahan, di mana 

program/kegiatan dan sumber daya anggaran 

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan 

perubahan, baik pada level keluaran, hasil maupun 

dampak. 

Pendekatan ini juga sejalan dengan prinsip good 

governance di mana salah satu pilarnya, yaitu akuntabilitas, akan 

menunjukkan sejauh mana sebuah instansi pemerintahan telah 

memenuhi tugas dan mandatnya dalam penyediaan layanan publik 

yang langsung bisa dirasakan hasilnya oleh masyarakat. Karena itulah, 

pengendalian dan pertanggungjawaban program/kegiatan menjadi 

bagian penting dalam memastikan akuntabilitas kinerja pemerintah 

daerah kepada publik telah dicapai. Pijakan yang dipergunakan adalah 

sistem akuntabilitas kinerja ini adalah berpedoman kepada Peraturan 

Bab III Akuntabilitas 

Kinerja berisi : 

a. Capaian Indikator 

Kinerja Utama 

b. Evaluasi dan 

Analisis Capaian 

Kinerja 

c. Akuntabilitas 

Anggaran 

d. Efisiensi 

Sumberdaya  
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Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas 

Laporan Kinerja. Dalam regulasi ini, antara lain juga mengatur tentang 

kriteria yang dipergunakan dalam penilaian kinerja organisasi 

pemerintah. Tabel berikut menggambarkan skala nilai peringkat 

kinerja dikutip dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 

Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, yang juga digunakan dalam penyusunan 

Laporan Kinerja ini. 

Tabel 11. Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No 
Interval Nilai Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi Kinerja 
Kode 

1 91% ≤ 100% Sangat Tinggi  

2 76% ≤ 90% Tinggi   

3 66% ≤ 75% Sedang   

4 51% ≤ 65% Rendah   

5 ≤ 50% Sangat Rendah  

Sumber:  Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

A. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 

Secara umum Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul telah 

melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang 

telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. Pengukuran target kinerja 
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dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan 

membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.  

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bantul Tahun 2023 sebagai berikut. 

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 

No Indikator 

Kinerja Utama 

Capaian 

2022 

2023 Target 

Akhir 

Renstra 

(2026) 

Capaian 

s/d 2022 

terhada

p 2026 

(%) 

Target Realisasi 
%  

Realisasi 

1 Pertumbuhan 

produksi sektor 

perikanan (%) 

1,91 0,5 1,16 232,00 0,65 178,46 

Sumber : DKP, 2022 

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja terhadap 1 (satu) indikator kinerja 

utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2023, 

disimpulkan bahwa indikator sasaran berkriteria Sangat Tinggi, dengan 

capaian sebesar 232,00%. 

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja 

1. Sasaran :  Meningkatnya produksi perikanan 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul hanya memiliki satu 

sasaran strategis dengan indikator sasaran adalah pertumbuhan 

produksi sektor perikanan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja 

sebagaimana tersaji pada Tabel 12, disimpulkan bahwa capaian kinerja 

DKP berdasarkan realisasi capaian IKU di tahun 2023 sebesar 232,00% 

termasuk pada kriteria Sangat Tinggi. 
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Target capaian tahun 2026 (akhir Renstra) sebesar 0,65%. Capaian tahun 

2022 ini telah menyumbangkan 178,46% dari target akhir Renstra tahun 

2026. 

Capaian kinerja DKP Bantul tahun 2023 tercatat sangat tinggi melampaui 

100%. Hal ini dikarenakan di tahun 2023, DKP Bantul memperoleh 

dukungan anggaran yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus berupa 

fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala kecil diperuntukan 

bagi 14 (empat belas) kelompok pembudidaya ikan (pokdakan) yang 

tersebar di 4 (empat) kapanewon, yakni Kapanewon Pleret, Kapanewon 

Imogiri, Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Sewon. Melalui DAK, Dinas 

Kelautan dan Perikanan juga memperoleh anggaran untuk perbaikan 

kolam dan saluran air di BBI Sanden dan BBI Barongan. Selain DAK, 

Dinas Kelautan dan Perikanan di tahun 2023 juga memperoleh 

dukungan melalui BKK Kalurahan berupa fasilitasi sarpras untuk 

pengembangan budidaya lele serta dana CSR BPD DIY berupa fasilitasi 

perahu motor tempel beserta alat tangkap sebanyak 1 paket. 

Capaian IKU DKP berdasarkan data 5 tahun menunjukan adanya tren 

capaian positif dan selalu memenuhi capaian target. Namun demikian 

capaian IKU di tahun 2023 memperlihatkan adanya penurunan bila 

dibandingkan dengan capaian IKU di tahun 2022. Capaian IKU saat 

masih tergabung dalam Dinas Pertanian Pangan Kelautan dan Perikanan 

hingga berdiri menjadi dinas tipe C tersaji pada Gambar 4.. 
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Gambar 4. Grafik Trend Capaian IKU DKP 

Capaian IKU DKP didukung oleh pelaksanaan 5 (lima) program, yakni: 

1) Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan 

Kebudayaan  

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi 

pemberdayaan  masyarakat pesisir melalui peningkatan kapasitas 

SDM dengan harapan dapat melaksanakan aktivitas usaha bidang 

kelautan perikanan secara lebih baik untuk peningkatan 

kesejahteraan. 

Indikator program yang telah ditetapkan adalah Kalurahan Bahari 

yang Direvitalisasi dengan target 20 persen (1 dari 5 Kalurahan 

Bahari). Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yakni: 

a) Kegiatan Pengembangan Kearifan Lokal dan Potensi Budaya yang 

didukung oleh 1 (satu) sub kegiatan, yakni: 

• Sub Kegiatan Pengembangan Budaya Bahari 
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2) Program Pengelolaan Perikanan Tangkap  

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi 

meningkatkan pengelolaan perikanan tangkap dengan tujuan untuk 

meningkatkan produksi perikanan tangkap dalam rangka mendukung 

pencapaian sasaran DKP meningkatkan produksi perikanan.  

Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Tangkap adalah 

produksi perikanan tangkap dan target yang ditetapkan tahun 2023 

sebesar 831 ton. Produksi perikanan tangkap di tahun 2023 tercatat 

sebesar 864,04 ton atau 101,81%. Capaian ini menunjukan bahwa 

kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.  

Tabel 13.  Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Tangkap 

No Indikator 

Kinerja 

Program 

Capaian 

2022 

2022 Target 

Akhir 

Renstra 

(2026) 

Capaian 

s/d 2022 

terhada

p 2026 

(%) 

Target Realisasi 
%  

Realisasi 

1 Produksi 

Perikanan 

Tangkap (Ton) 

841,37 831 864,04 101,81 837 101,08 

Sumber : DKP, 2023 

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu : 

a) Kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, yang 

didukung dengan 1 (satu sub kegiatan, yakni:  

• Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya 

Ikan 
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b) Kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah 

Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 3 (tiga) sub kegiatan, 

yakni: 

• Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil 

• Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan 

Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil  

• Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, 

Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha 

c) Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI), yang didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni: 

• Sub Kegiatan Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan 

Ikan (TPI) 

3) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya  

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi 

meningkatkan pengelolaan perikanan budidaya dengan tujuan untuk 

meningkatkan produksi perikanan budidaya. 

Indikator kinerja Program Pengelolaan Perikanan Budidaya adalah 

produksi perikanan budidaya dan target yang ditetapkan tahun 2023 

sebesar 12.805 ton. Produksi perikanan budidaya di tahun 2023 

tercatat sebesar 13.281,77 ton atau 103,72%. Capaian ini menunjukan 

bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat 

tinggi.  
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Tabel 14.  Capaian Indikator Program Pengelolaan Perikanan Budidaya 

No Indikator Kinerja 

Program 

Capaian 

2022 

2023 Target 

Akhir 

Renstra 

(2026) 

Capaian 

s/d 2022 

terhadap 

2026 (%) 

Target Realisasi 
%  

Realisasi 

1 Produksi 

Perikanan 

Budidaya (Ton) 

13.124,88 12.805 13.281,77 103,72 13.046 101,81 

Sumber : DKP, 2023 

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu : 

a) Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang 

Pembudidayaan Ikan yang Usahanya dalam 1 (satu) Daerah 

Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, 

yakni: 

• Sub Kegiatan Penetapan Persyaratan dan Prosedur 

Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 

yang Usahanya, Lokasi, dan/atau Manfaat atau Dampak 

Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang 

Menggunakan Teknologi Sederhana, Semi Intensif, dan 

Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing dan/atau 

Tenaga Kerja Asing 

• Sub Kegiatan Pelayanan Penerbitan Izin Usaha Perikanan 

Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya, Lokasi, dan/atau 

Manfaat atau Dampak Negatifnya dalam 1 (Satu) Daerah 

Kabupaten/Kota yang Menggunakan Teknologi Sederhana, 

Semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal 

Asing dan/atau Tenaga Kerja Asing 
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b) Kegiatan Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil, yang didukung 

dengan 2 (dua) sub kegiatan, yakni: 

• Sub Kegiatan Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan 

Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil 

• Sub Kegiatan Pemberian Pendampingan, Kemudahanan Akses 

Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta 

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan 

c) Kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, yang didukung 

dengan 3(tiga) sub kegiatan, antara lain: 

• Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan 

Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan 

Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan 

Ikan di Darat 

• Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana 

Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

4) Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan  

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi 

meningkatkan pengawasan usaha perikanan melalui upaya 

peningkatan kompetensi dan jumlah personil pengawas usaha 

perikanan, peningkatan sarana prasarana pengawasan usaha 

perikanan dengan tujuan utama untuk menjaga kelestarian sumber 

daya sekaligus menjaga kesinambungan dari usaha perikanan 

budidaya maupun perikanan tangkap. Selain itu, melalui pengawasan 
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diharapkan dapat menjamin keamanan pangan yang dalam hal ini 

adalah keamanan produk perikanan yang dikonsumsi oleh 

masyarakat.  

Indikator kinerja Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan 

Perikanan adalah penurunan jumlah pelanggaran peraturan. Pada 

tahun 2023 tercatat ada 26 pelanggaran dimana 7 pelanggaran 

ditemukan pada perikanan tangkap dan 19 pelanggaran pada 

perikanan budidaya. Berdasarkan data pelanggaran tersebut 

dibandingkan dengan data temuan pelanggaran di tahun 2022, 

capaian penurunan pelanggaran adalah 7,1% atau 142% dari target 

yang ditetapkan (5%). Capaian ini menunjukan bahwa kinerja DKP 

pada program ini termasuk pada kriteria sangat tinggi.  

Tabel 15.  Capaian Indikator Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan 

dan Perikanan 

No Indikator 

Kinerja 

Program 

Capaian 

2022 

2023 Target 

Akhir 

Renstra 

(2026) 

Capaian 

s/d 2022 

terhada

p 2026 

(%) 

Target Realisasi 
%  

Realisasi 

1 Penurunan 

Pelanggaran 

(%) 

6,7 5 7,1 142 5 142 

Sumber : DKP, 2023 

Program ini dilaksanakan melalui 1 (satu) kegiatan yaitu : 

a) Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, 

Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat 

Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota, yang didukung dengan 2 

(dua) sub kegiatan, antara lain: 
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• Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Tangkap di 

Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air 

Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Pengawasan Usaha Perikanan Bidang 

Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, 

dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 

Kabupaten/Kota. 

5) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 

Program ini dilaksanakan sebagai perwujudan dari strategi 

meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui 

upaya peningkatan kompetensi pengolah dan pemasar ikan, 

peningkatan sarana dan prasarana pengolah dan pemasar ikan, serta 

peningkatan kapasitas dan jumlah kelompok pengolah dan pemasar 

ikan dengan tujuan utama meningkatkan nilai ekonomis terhadap 

hasil produksi perikanan tangkap dan budidaya melalui peningkatan 

nilai tambah dalam wujud produk olahan. Selan itu, program ini juga 

bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang banyak ditemui dalam 

usaha, yakni pemasaran. 

Indikator kinerja Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan 

adalah persentase produksi perikanan yang diolah. Capaian kinerja 

capaian presentase produksi perikanan yang diolah adalah 2,63% 

atau 131,5% dari target yang ditetapkan (2%). Capaian ini menunjukan 

bahwa kinerja DKP pada program ini termasuk pada kriteria sangat 

tinggi.  
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Tabel 16.  Capaian Indikator Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil 

Perikanan 

No Indikator 

Kinerja 

Program 

Capaian 

2022 

2023 Target 

Akhir 

Renstra 

(2026) 

Capaian 

s/d 2022 

terhada

p 2026 

(%) 

Target Realisasi 
%  

Realisasi 

1 Presentase 

produksi 

perikanan yang 

diolah (%)) 

2,31 2 2,63 131,5 5 52,6 

Sumber :  DKP, 2022 

Program ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) kegiatan yaitu : 

a) Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil 

Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, yang didukung 

dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni: 

• Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Usaha 

Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (satu) 

Daerah Kabupaten/Kota 

b) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi 

Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, yang 

didukung dengan 1 (satu) sub kegiatan, yakni: 

• Sub Kegiatan Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan 

Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan 

Pemasaran Skala Mikro dan Kecil 

c) Kegiatan Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi 

Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil, yang 

didukung dengan 2 (dua) sub kegiatan, antara lain meliputi: 
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• Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha 

Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota 

• Sub Kegiatan Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan 

Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Permasalahan : 

Dari 1 (satu) sasaran yang ada di Dinas Kelautan dan Perikanan 

Kabupaten Bantul, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain:  

1. Mindset dan konsep pelaku usaha perikanan belum kearah bisnis; 

2. Sinergitas antara pelaku usaha perikanan belum terbentuk 

dengan baik sehingga konsep rantai usaha hulu hilir kelautan dan 

perikanan tidak sepenuhnya berjalan. 

3. Ketersediaan lahan untuk usaha kelautan dan perikanan skala 

besar terbatas  

4. Penumbuhan dan pengembangan KUB Perairan Darat belum 

optimal; 

5. Identifikasi dan verifikasi kebutuhan sarana, prasarana, dan 

petugas TPI belum optimal; 

6. Lahan TPI belum mendapatkan kekancingan 

Solusi 

Dalam rangka peningkatan pertumbuhan produksi sektor perikanan, 

dilaksanakan berbagai upaya antara lain : 

1. Usulan pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan awareness 

dan pendampingan usaha serta kolaborasi bersama 

stakeholder terkait untuk pendampingan penguatan mindset 

bisnis; 
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2. Pengembangan jejaring pelaku usaha kelautan dan perikanan 

dengan memanfaatkan teknologi infomasi; 

3. Kolaborasi dengan kalurahan di Kabupaten Bantul untuk 

pemanfaatan tanah kas desa sebagai lahan budidaya dengan 

mekanisme BUMKal atau mekanisme lainnya sesuai dengan 

peraturan perundangan yang berlaku  

4. Inventarisasi lanjutan aset TPI oleh petugas tertentu 

5. Identifikasi dan verifikasi lanjutan kebutuhan sarana, 

prasarana, dan petugas TPI oleh petugas tertentu 

6. Pengajuan dan follow up ijin penggunaan lahan SG untuk TPI 

C. Akuntabilitas Anggaran  

Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan Pendapatan dan 

Pembiayaan (Pembiayaan netto) maka jumlah pendanaan yang 

dimungkinkan untuk dibelanjakan pada Tahun Anggaran 2023 di 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebesar 

Rp13.797.620.937,00 yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan 

program kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Sedangkan 

realisasinya sebesar Rp13.394.049.690,00 atau sebesar 97,08%. 

Mengacu pada dokumen RPJMD Tahun 2021-2026 dan Renstra 

Perangkat Dinas Tahun 2021-2026, sasaran strategis yang ditugaskan 

kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul dalam 

mendukung pencapaian misi “Pendayagunaan potensi lokal dengan 

penerapan teknologi dan penerapan investasi berorientasi pada 

pertumbuhan ekonomi inklusif” di Kabupaten Bantul hanya ada 1 (satu) 

sasaran, yakni Meningkatnya produksi perikanan. Berdasarkan hal 
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tersebut, alokasi anggaran Tahun 2023 di Dinas Kelautan dan Perikanan, 

seluruhnya dialokasikan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis 

dengan rincian sebagai berikut: 

Tabel 17. Alokasi Anggaran Belanja per Sasaran Strategis Tahun 2023 

No Sasaran Strategis Anggaran (Rp) % 

1 Meningkatnya produksi perikanan 13.797.620.937,00 100 

 Program utama   

 Program Penyelenggaraan 

Keistimewaan Yogyakarta Urusan 

Kebudayaan 

348.584.370,00 1,45 

 Program Pengelolaan Perikanan 

Tangkap 

665.214.230,00 3,82 

 Program Pengelolaan Perikanan 

Budidaya 

6.750.059.860,00 48,92 

 Program Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan 

343.997.500,00 2,49 

 Program Pengolahan dan Pemasaran 

Hasil Perikanan 

998.233.840,00 7,23 

 Jumlah 8.957.505.430,00 64,92 

 Belanja Pendukung 4.840.115.507,00 38,08 

Total belanja 13.797.620.937,00 100 

Sumber :  DKP, 2022 

Belanja dibagi menjadi anggaran yang digunakan untuk 

penyelenggaraan program/kegiatan yang utama yang terkait langsung 

pencapaian sasaran dan anggaran untuk belanja program/kegiatan 

pendukung. Berdasarkan Tabel 17, jumlah anggaran untuk 

program/kegiatan utama yang terkait langsung pencapaian sasaran 

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul sebesar 
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Rp8.957.505.430,00 atau sebesar 64,92% dari total belanja, sedangkan 

anggaran untuk program/kegiatan pendukung sebesar 

Rp4.840.115.507,00 atau sebesar 38,08% dari total belanja.  

Program yang secara langsung mendukung dalam pencapaian sasaran 

strategis Dinas Kelautan dan Perikanan ada sebanyak 5 (lima) program, 

antara lain Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan 

Kebudayaan , Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program 

Pengelolaan Perikanan Budidaya, Program Pengawasan Sumber Daya 

Kelautan dan Perikanan serta Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil 

Perikanan. Alokasi anggaran terbesar dari ke-5 program tersebut adalah 

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, 48,92% dari total anggaran, 

sedangkan alokasi anggaran yang relatif kecil ada pada Program 

Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sebesar 2,49% dari 

jumlah total anggaran. 

Pencapaian kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul 

selain didukung melalui 5 (lima) program teknis tersebut, juga didukung 

dengan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / 

Kota yang digunakan penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Dinas Kelautan dan Perikanan. Anggaran ini memiliki proporsi sebesar 

35,08% dari keseluruhan anggaran dan mengalami penurunan 

dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang memiliki proporsi sebesar 

51,54%. 

Penyerapan belanja pada tahun 2023 sebesar 97,08% dari total 

anggaran dan mengalami peningkatan dibandingkan dengan serapan di 

tahun 2022 sebesar 96,22%. Realisasi anggaran untuk program/kegiatan 

utama yang terkait langsung pencapaian sasaran sebesar 96,41%, 
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sedangkan realisasi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 

98,30%. 

Jika dilihat dari realisasi anggaran program/kegiatan yang terkait 

langsung mendukung IKU, secara umum menunjukan kinerja keuangan 

yang bagus, diatas 98%. Penyerapan anggaran tertinggi ada pada 

Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan 

Kebudayaan sebesar 99,66% dan terkecil ada pada Program Pengelolaan 

Perikanan Budidaya sebesar 95,41%. 

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan 

untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja 

Utama disajikan pada Tabel 18. 

Tabel 18 Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2023 

No Indikator Kinerja Kinerja Anggaran 

Target Realisasi % Target (Rp) Realisasi (Rp) % 

1 Peningkatan 

produksi sektor 

perikanan 

0,55 1,16 232,00 13.797.620.937,00 13.394.049.690,00 97,08  

 Program Utama       

 Program 

Penyelenggaraan 

Keistimewaan 

Yogyakarta 

Urusan 

Kebudayaan 

   200.000.000,00 199.321.200,00 99,66 

 Program 

Pengelolaan 

Perikanan 

Tangkap 

   665.214.230,00 662.774.904,00 99,63 

 Program 

Pengelolaan 

Perikanan 

Budidaya 

   6.750.059.860,00 6.440.075.045,00 95,41 

 Program 

Pengawasan 

Sumber Daya 

Kelautan dan 

Perikanan 

   343.997.500,00 340.469.250,00 98,97 
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 Program 

Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil 

Perikanan 

   998.233.840,00 993.705.495,00 99,55 

 Jumlah    8.957.505.430,00 8.636.345.894,00 96,41 

 Pendukung    4.840.115.507,00 4.757.703.796,00 98,30 

 Total    13.797.620.937,00 13.394.049.690,00 97,08  

Sumber : DKP, 2023 

D. Efisiensi Sumber Daya 

Efisiensi belanja pada tahun 2022 sebesar 2,92%, dari total anggaran 

belanja yang dialokasikan. Hal ini menunjukkan bahwa dalam 

melaksanakan akuntabilitas kinerja telah terjadi efisiensi, yaitu 

tercapainya target yang telah ditentukan akan tetapi terdapat 

penghematan anggaran.  

Efisiensi anggaran untuk program/kegiatan utama sebesar 3,59%, 

sedangkan efisiensi untuk program/kegiatan pendukung sebesar 1,70%. 

Jika dilihat dari efisiensi anggaran terkait langsung pencapaian IKU, 

efisiensi anggaran terbesar pada program/kegiatan di IKU Program 

Pengelolaan  Perikanan Budidaya sebesar 4,59%, sedangkan efisiensi 

anggaran terkecil pada program/kegiatan Program Penyelenggaraan 

Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kebudayaan sebesar 0,34%.  

Efisiensi belanja tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai 

program/kegiatan dalam pencapaian Indikator Kinerja Utama disajikan 

pada Tabel 19: 

Tabel 19. Efisiensi Anggaran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023 

No Indikator Kinerja/ 

Program 

Anggaran 

Target (Rp) Realisasi (Rp) Efisiensi % 
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1 Peningkatan 

produksi sektor 

perikanan 

13.797.620.937,00 13.394.049.690,00 403.571.247,00  2,92 

 Program utama     

 Program 

Penyelenggaraan 

Keistimewaan 

Yogyakarta 

Urusan 

Kebudayaan 

200.000.000,00 199.321.200,00 678.800,00 0,38 

 Program 

Pengelolaan 

Perikanan 

Tangkap 

665.214.230,00 662.774.904,00 2.439.326,00 0,38 

 Program 

Pengelolaan 

Perikanan 

Budidaya 

6.750.059.860,00 6.440.075.045,00 309.984.815,00 0,72 

 Program 

Pengawasan 

Sumber Daya 

Kelautan dan 

Perikanan 

343.997.500,00 340.469.250,00 3.528.250,00 0,20 

 Program 

Pengolahan dan 

Pemasaran Hasil 

Perikanan 

998.233.840,00 993.705.495,00 4.528.345,00 1,14 

 Jumlah 8.957.505.430,00 8.636.345.894,00 321.159.536,00 3,59 

 Pendukung 4.840.115.507,00 4.757.703.796,00 82.411.711,00 1,70 

 Total 13.797.620.937,00 13.394.049.690,00 403.571.247,00 2,92 

Sumber :  DKP, 2023 
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Bab IV Penutup 

 

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, pada hakikatnya adalah 

proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik berdasarkan 

prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipatif, adanya kepastian 

hukum, kesetaraan, efektif dan efisien. Prinsip-prinsip penyelenggaraan 

pemerintahan demikian merupakan landasan bagi penerapan kebijakan 

yang demokratis yang ditandai dengan menguatnya kontrol dari 

masyarakat terhadap kinerja pelayanan publik. Laporan ini memberikan 

gambaran tingkat pencapaian sasaran maupun tujuan instansi 

pemerintah sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi 

pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan 

pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan 

yang ditetapkan.  

Dalam laporan ini disimpulkan bahwa secara umum Dinas Kelautan dan 

Perikanan Kabupaten Bantul telah memperlihatkan pencapaian kinerja 

yang signifikan atas sasaran strategisnya. Sebanyak 1 (satu) sasaran 

strategis, dan 1 (satu) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam 

Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana 

Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026. 

Realisasi IKU Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul di tahun 

2023 melebihi target, sebesar 1,16% atau kinerja kriteria Sangat Tinggi.  
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Dalam Pelaksanaan, faktor kunci pendukung keberhasilan tercapainya 

sasaran Dinas Kelautan dan Perikanan pada tahun 2023 antara lain 

adalah :  

1. Adanya fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala 

kecil terhadap 14 pokdakan melalui anggaran DAK Bidang 

Kelautan dan Perikanan tahun 2023 dengan total nilai 

anggaran sebesar Rp1.400.000.000,00 di 4 (empat) 

Kapanewon, yakni Kapanewon Pleret, Kapanewon Imogiri, 

Kapanewon Dlingo dan Kapanewon Sewon. 

2. Adanya fasilitasi anggaran rehab kolam dan saluran pasok 

air untuk BBI Barongan dan BBI Sanden melalui anggaran 

DAK Bidang Kelautan dan Perikanan. 

3. Adanya fasilitasi sarana prasarana pembudidaya ikan skala 

kecil melalui anggaran BKK Kalurahan Dana Keistimewaan. 

4. Komitmen dan koordinasi yang baik antara Dinas Kelautan 

dan Perikanan dengan stakeholder terkait. 

5. Pengendalian internal Dinas Kelautan dan Perikanan yang 

baik dalam pelaksanaan kegiatan, mengacu pada rencana 

operasional pelaksanaan kegiatan yang telah. 

Adapun rekomendasi langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai 

berikut: 

1. Penyusunan perencanaan dengan memperhatikan 

catatan-catatan terhadap evaluasi kinerja serta 

mempertimbangkan optimalisasi sumberdaya yang ada. 



 
 
 
 

41 

      2023    I   Laporan Kinerja DKP 

2. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi internal dan 

eksternal Dinas Kelautan dan Perikanan. 

3. Pelaksanaan pengendalian secara rutin untuk mengambil 

langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan hambatan 

dan tantangan yang dihadapi. 

Secara umum disimpulkan bahwa pencapaian target terhadap seluruh 

indikator yang dicantumkan dalam perubahan Renstra Dinas Kelautan 

dan Perikanan Kabupaten Bantul Tahun 2021–2026 khususnya untuk 

Tahun Anggaran 2023 dipenuhi sesuai dengan harapan. Jika terdapat 

indikator sasaran yang belum memenuhi target yang ditetapkan, kami 

akui semata-mata merupakan kelemahan dan ketidaksempurnaan 

sebagai manusia, karena disadari kesempurnaan hanyalah milih tuhan 

yang maha esa., namun demikian segala kekurangan dan 

ketidaksempurnaan tentunya harus menjadi motivasi untuk lebih baik 

lagi di esok hari. 
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 Lampiran 
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